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Menimbang : a.

BT'PATI TT'U'IYGAGT'IIG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tuiungagung
Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelayanan
Perijinan Sistem Paket maka perlu dibuat pedoman untuk
pelaksanaan pelayanan perijinan sistem paket;
bahwa dalam rangka melaksanakan pedoman yang
dimaksud pada huruf a, maka perlu dibuat Standar
Operasional Prosedur yang mengatur tentang Pelaksanaan
Pelayanan Perijinan Sistem Paket, guna meningkatlan
kelancaran tugas dan fungsi Badan Pelayanan perijinan
Terpadu serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang
memiliki persyaratan operasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Sistem paket yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati T\rlungagung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09
Nomor I 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2OI2 tentang Pedoman
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2OO7 tentang lrigasi (Lembaran Daerah Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2O07 Nomor 05 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 2 Tahun
2OO9 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalatin)
Penataan Kawasan (Lembaran Daerah Kabupaten
TulungagungTahun 2OO9 Nomor0l Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan lzin lokasi {kmbaran Daerah
I(abupaten T\dungagung Tahun 2009 Nomor O4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2O 1O tentang Perlindungal, Pemberdayaan Pasar Tradisional
dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran
Daerah Kabupaten TUlungagung Tahun 2Ol0 Nomor O7 Seri Eh

Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 17 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan
(lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010
Nomor 01 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun
2O10 tentang Penyelenggaraan lzin Gangguan (Lembaran
Daerah lGbupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O11
Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 7 Tahun
2Ol2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (kmbaran
Daerah Kabupaten Tr:lungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
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Peraturan Bupati T\rlungagung Nornor 62 Tahun 2011
tentang T\:gas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten T\rlungagung (Berita Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 62);

Peraturan Bupati T\rlungagung Nornor 25 Tahun 2OL2
tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelayanan
Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2O12 Nomor 25);

Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 22 tahun 2Ol3
tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 22).

TETUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PEI,AYANAN PERUINAN SISTEM PAKET
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN
TULUNGAGUNG

BAB I

KSTEI|TI'AT UUUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tllungagung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuoaten
T\rlungagung.

3. Bupati adalah Eupati T\.rlungagung.

4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat
BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
T\rlungagung.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk terfulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

6. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan
kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu
bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari
keuntungan.

7. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.
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Izin lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan
ruang yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan
untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan
hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan
usaha penanaman modalnya.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB
adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali
untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, rnengurangi, dan/ atau rrcrawat bangunan gedung
sesuai dengan persryaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Us$a Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang
rlimiliki atau rlikelola oleh perlegang !sqj! menengnh, swadaya
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan
tawax m€nawar.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
(sw'atayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik
yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store,
Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangan barang.

Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, {jin Usaha Pusat
Perbelanjaan dan ljin Usaha Toko Modern yang selanjutnya
disebut IUY2T, IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat
melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP
adalah tanda daftar yang diberikan kepada pemsahaan yang
telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982.

Surat Ijin Pemakaian Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG
adalah surat ijin yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha
atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang.

Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah
tanda da-ftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut
telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana
distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

It
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Ijin Usaha trndustri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin
usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan
industri.

Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat
ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Perijinan Sistem Paket adalah permohonan ijin lebih dari I
(satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Teknis terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang
terdiri dari pejabat struktural dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan
pertimbangan terhadap proses perijinan.

BTB II

TUJUA!5 DAIT TAITFAAT

Pasal 2

(1). SOP bertujuan untuk :

a. menyederhanakan, raemudahkan dan mempercepat proses perijinan;

b. memudahkan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan;

c. meningketkan kcrjasarna antar pimpinan, staf dan unsur pelaksana di

lingkup BPPI;

d. memudahk*n koordinasi dengan Tim Teknis Perijinan.

(2). Manfaat SOP :

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan khusus dan mengurangi kesalahan;

b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokurnentasikan

hasil dalam melaksanakan tugas;

c. menciptakan ukuran standar kineqja bagi pegawai secara konkrit untuk
memperbaiki kineda serta membantu mengevaluasi usaha yang

dilakukan.

BAA IU

.'ENIS PEL/IYAI|AIT PERI.'ITAI{

Pasal 3

Jenis pelayanan perijinan sistem paket meliputi :

1. Paket 1 meliputi: Ijin Lokasi dan/atau ljin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), Ijin Us$a Toko Modern (IUTM)/Ijin Us$a Pusat

Ferbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tladisional (MZ\;

t7.
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2. Paket2 meliputi: Ijin Lokasi dan/atau Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (lUI), Surat Ijin Pemakaian Gudang

(SIPG), Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB ry

SOP PELIII(SAITAAI{ PELITYAITAIT PERIJIIIAIT gIgTET PAI{ET

Pasal 4

SOP Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket meliputi:

1. Mekanisme SOP Pelaksanaaa Pelayanan Perijinan Sistem Paket

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Alur SOP Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BABV

KEfEI|TUAII PETUTT'P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 0 JAN 2014

BT'PATI TT'LT'NGAGUIYG,

Diundangkan di T\rlungagung
pada tanggal 3O Januari 2014
SEKRETARTS DAERAH

Ir. IIfDRA FAUZI. Mt
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 I 006

Berita Daerah Kabupaten T\:lungagung
Tahun 2014 Nomor 4



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TULI,JNGAGI.JNG
NOMOR : { TAHUN2fla
TANGGAL :30 JAN 20ld

()

Mekanieme SOP Pelakeanaan Pelayanan Periiinan Sistem paket

No !enie
Periiinan

Maea
Berlaku Iiin

Pemberi
Pertimbangan

Dasar Hukum Klaeifikaei/eaearan Persyaratan Pelayanan Retibuel

R"htffiiE6 re"G de"ga,t
Perda No 21 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Ijin
Gangguan
Struktu dan besamya tarif
rehibusi Izin Gangguan
ditentukan oleh :

a. Luas tempat usaha
b. lmis Usaha
c. Indeks gangguan
> Luas tempat usaha

adalah luas bangunan
yang dihitung berdasar
jumlah luas setiap lantai.

> Penentuan Indeks
Gangguan didasarkan
pada besar kecilnya
gangguan dengan
klasifikasi sebagai
berikut:
Gangguan sangat tinggi
dmgan Indeks : 5
Gangguan tinggi dengan
Indeks : 4
Gangguan s€dang
dmgan lndeks : 3
Gangguan rendah

IanSka
Waktu

Pelayanan

24 hari kerja

7 Paket 1
(Iiin
Lokasi
dan/atau
Iiin
Ganggua
n(Ho),
IMB,
ruTM/ru
PP
dan/atau
njrJ2T)

Ijin Lokasi
1-3 tahun
(tergantun

I luas
lokasi)
IjinHO
berlaku
selamanya,
sel,ama
melakukan
kegiatan
usaha
sepaniang
tidak ada
perubahan
bentuk dan
fungsi
Herrigistxa
si setiap 3
tahun
sekali
IMB
berlaku
selamanya,
selama
melakulan
kegiatan

Tim Teknis
Perijinan

Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 9 Tahun
2007 tentang Irigasi
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 2 Tahun
2009 tentang
Analisa Dampak
Lalu Lintas
(Andalalin)
Penataan Kawasan
Perafuran Daerah
Kabupabn
Tulungagung
Nomor 12 Tahun
2009 tentang
Penyelenggaraan
Izin Lokasi
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 6 Tahun
2010 tentang
Perlindungan,

Setiap orang atau
Badan usaha yang
menialankan suatu
bidang usaha dan
atau kegiatan di
Tulungagung yang
berpotensi
menimbulkan
bahaya, kerugian
dan gangguan
masyarakaf fasilitas
umum serta
kelestarian fungsi
lingkungan hidup

1. Mengisi Formulir
2. Foto copy KTP yang masih

berlaku;
3. Foto copy akte pendirian

perusahaan yang tetah
disahkan sesuai dengan
ketenfuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;

4. Foto copy surat
tanah/ sertifikat tanah yang
diketahui oleh pejabat yang
berwenang

5. Daftar hadir dan berita acara 
i

sosialisasi kepada tetangga 
I

yang berbatasan di sekitar I

lokasi dan warga masyarakat 
I

yang diperktakan terkena 
I

dampak langsung dari I

pelaksanaan kegiatan I6. Surat rekomendasi 
I

Frtimbangan teknis I

pertanahan untuk ijin lokasi
atau iiin perubaha" 

I
penggunaan taruh (sesuai I

ketentuan yang berlaku); 
I

It
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No lenie
Periitnan

Maea
Berlaku ljln

Pemberi
Pertimbangan

Dasar Hukum Klaeifikasi/saE:uan Persyaratan Pelayanan Retibusi Iangka
Waktu

Pelavananusaha
sepanjang
tidak ada
perubahan
bentuk dan
fungsi
Herrigistra
si setiap 3
tahun
sekali
ruTM
selama
perusahaa
nyang
bersangkut
an masih
melakukan
usaha
perdagang
an & tidak
mengaLami
perubahan
data SIUP
ruPP
selama
perusahaa
n yang
bersangkut
an masih
melakukan
usaha
perdagang
an & tidak
mengalami
perubahan

Pemberdayaan
Pasar Tradisional
dan Penataan serta
Pengendalian
Pasar Modern
Perafuran Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor lTTahun
2010 tentang
Penyelenggaraan
Izin Mendirikan
Bangunan
Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun
2010 tentang
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
Perafuran Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 2l Tahun
2010 tentang
Penyelenggaraan
Izin Gangguan
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 16 Tahun
2011tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Perangkat Daerah
Peraturan Bupati

7. Foto copy surat perjanjian
se\Ma menyewa yang
dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang

8. Foto copy KTP pemilik tanah
yang berlaku bagi pemohon
yang tanahnya bukan
miliknya sendiri;

9. Denah lokasi dan skets lokasi
serta keterangan yang rinci
dan jelas dari rencana
kegiatan usaha;

l0.Gambar bangunan meliputi :

site plan, gambar arsitektur
dan gambar struktur dari
rencana bangunan dan
disahkan dinas terkait

ll.Foto copy NPWP;
12.Pas photo pemilik/direktur

utama/ penanggungjawab;
l3.Surat rekomendasi dokumen

Lingkungary
l4.Surat rekomendasi dokumen

Analisa Dampak Lalu Lintas
(sesuai ketentuan yang
berlaku);

l5.Surat keterangan lain bila
diperlukan

I denganlndeks:2
Gangguan sangat rendah
dengan Indeks : 1

dalam penentuan Indeks
Gangguan adalah :

1. jenis usaha
2. kesesuaianlokasi
3. perunfukan liahan
4. kepadatanpenduduk
5. proses/alatyang

digunakan
5. bahanbakuyang

digunakan

Rebibusi IMB sesuai dengan
Perda No. 17 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan
IMB
Perhitungan besar dan
kecilnya retribusi surat iiin
ditentukan oleh :

L. LuasBangunan
2. Fungsibangunan
3. Klasifikasi bangunan
4. Waktu penggunaan

bangunan
5. SesuaiRumusyangada

di Perda Kabupaten
Tulungagung No. 17
Tahun 2010

Tingkat penggunaan jasa
IMB dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
a. Retribusi pembangunan

L
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No fenie
Perliinan

Maea
Berlaku Ijin

Pemberi
Pertimbangan

Dasar Hukum Klaaifikasi/aasaran Persyaratan Pelayanan Retibusi langka
Waktu

Pelayanan
data SIUP
IUP2T
selana
perusahaa
n yanS
bersangkut
an masih
melakukan
usaha
perdagang
an & tidak
mengalami
perubahan
data SIUP

Tulungagung
Nomor 62 Tahun
2011 tentang
Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan
Pelayanan
Per$inan Terpadu
Kabupaten
Tulungagung
Peraturan Bupati
Tulungagung
Nomor 25 Tahun
2012 tentang
Standart Operating
Prosedur (SOP)
Pelayanan
Perilinan Pada
BPPT Kabupaten
Tulungagung
Peraturan Bupati
Tulungagung
Nomor 22 Tahun
2013 tentang
Pelaksanaan
Pelayanan
Perijinan Sistem
Paket

baru:LxItxl,00xtlSbg
b. Retribusi

rehabilitasi/ renovasi
bangurun:LxItxTkx
HSbg

c. Retribusi prasarana
bangunangedung:VxIx
1,00 x FlSpbg

d. Rekibusi rehabilitasi
prasarana bangunan : V x I
x Tk x FISpbg

Keterangan :

L= Luas lantai bangunan
gedung

V = Volume/ besaran (dalam
satuan m2, m', unit)

I = lndeks
It = Indeks terintegrasi
Tk= Tingkat kerusakan

Q45 untuk tingkat
kerusakan sedang
Q65 untuk tingkat
kerusakan berat

FISbg = Flarga satuan
retribusi bangunan
gedung

FISpbg = Harga satuan
retribusi prasarana
bangunan gedung

1,00 = lndeks pembangunan
baru

h(t
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No lenie
Perijinan

Maga
Berlaku liin

Pemberi
Pertlmbangan

Dasar Hukum Klaaifikasi/aaearan Persyaratan Pelayanan Retibuai Jangka
Waktu

Pelayanan
2 Paket 2

($"
Lokasi
dan/atau
Iji"
Ganggua
n(Ho),
IMB,
SIUP,
TDBltn,
SIPG dan
TDG)

Ijin Lokasi
1-3 tahun
(tergantun
g luas
lokasi)
IjinHO
berlaku
s€lamanya,
selarna
mel,akukan
kegiatan
usaha
s€panjang
tidak ada
perubahan
bentuk dan
tungsi.
Herrigistra
si setiap 3
tahun
sekali
IMB
berlaku
selamanya,
selama
melakukan
kegiatan
usaha
sepanjang
tidak ada
perubahan
bentuk dan
fungsi.
Herrigistra
si setiap 3

Tim Teknis
Perijinan

Perafuran Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 9 Tahun
2007 tentang lrigasi
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 2 Tahun
2009 tentang
Analisa Dampak
talu Lintas
(Andalalin)
Penataan Kawasan
Perafuran Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 12 Tahun
20@ tentang
Penyelenggaraan
Izin Lokasi
Peraturan Daerah
Kabupabn
Tulungagung
Norror 6 Tahun
2010 tentang
Perlindungan,
Pemberdayaan
Pasar Tradisional
dan Penataan serta
Pengendalian
Pasar Modem
Peraturan Daerah
Kabupahn
Tulungagung

S€tiap orang atau
Badan usaha yang
menjalankan suatu
bidang usaha dan
atau kegiatan di
tulungagung yang
berpotensi
menimbulkan
bahaya, kerugian
dan gangguan
masayrakat, fasilitas
umum s€rta
kelestarian fungsi
lingkungan hidup

Mengisi Formulir
Foto copy KTP yang masih

berlaku;
Foto copy akb pendidan

perusahaan yang blah
disahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;
Foto copy surat
tanah/ sertifikat tanah yang
diketahui oleh peiabat yang
berwenanp
Daftar hadir dan berita acara
sosialisasi kepada tetangga
yang berbatasan di sekitar
lokasi dan warga rrasyarakat
yang diperkirakan terkena
dampak langsung dari
pelaksanaan kegiatan
Surat rekomendasi

pertimbangan teknis
pertanahan untuk ijin lokasi
atau ijin perubahan
penggunaan tanah (sesuai

ketentuan yang berlaku),
Foto copy surat p€4aniian

sewa menyewa yang
dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang
Foto copy KTP pemilik tanah
yang berlaku bagi pemohon
yang tanahnya bukan

7.

7.

Retribusi HO sesuai dengan
Perda No 21 Tahun 2010
tentang Pmyelenggaraan Ijin
Gangguan
Skuktur dan besamya tarif
retribusi Izin Gangguan
ditentukan oleh :

a. Luas Empat usaha
b. Jenis Usaha
c. lndeks gangguan
) Luas tempat usaha

adalah luas bangunan
yang dihitung berdasar
jumlah luas setiap lantai.

) Penentuan Indeks
Gangguan didasarkan
pada besar kecilnya
gangguan dengan
klasifikasi sebagai
berikut:
Gangguan sangat tinggi
dengan Indeks : 5
Gangguan tinggi dengan
Indeks : 4
Gangguan sedang
dengan lndeks : 3
Gangguan rendah
dengan Indeks : 2
Gangguan sangat rendah
dengan Indeks : 1

D Konponen yang dipakai
dalam penentuan Indeks
Gangguan adalah :

7. jenis usaha
8. kesesuaian lokasi

14 hari kerja
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PereyaratanPelayanan-

tahun
sekali
SruP
selama
perusahaa
n yang
bersangkut
an nasih
melakukan
usaha

PerdaBang
an & tidak
mengalami
perubahan
data
TDP 5
tahun
IUI selama
industri
yang
bersangkut
an
beropeasi
& tidak
mengalami
perubahan
lahan,
lokasi &
menambah
kapasitas
produksi
diatas 30%
SIPG 5

tahun
TDG 5

Nomor 17 Tahun
2010 tentang
Penyelenggaraan
Lzin Mendirikan
Bangunan
Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun
2010 bntang
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 21 Tahun
2010 tentang
Penyelenggaraan
Izin Gangguan
Peraturan Daerah
Kabupaten
Tulungagung
Nomor 16 Tahun
2011 tentang
Organisasi dan
Tata Ke4a
Perangkat Daerah
Peraturan Bupati
Tulungagung
Nomor 52 Tahun
2011 tentang
Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan
Pelayanan
Perijinan Terpadu

9. Denah lokasi dan skeb lokasi
serta keterangan yang rinci
dan jelas dari rencana
kegiatan usaha;

lO.Gambar bangunan meliputi :

site plan, gambar arsitektur
dan gambar struktur dari
rencana bangunan dan
disahkan dinas terkait

11.Foto copy NPWP;
12.Pas photo pemilik/ direktur

utama/ penanggungjawab;
l3.Surat rekomendasi dokumen

Lingkungan;
14.Surat rekomendasi dokumen

Analisa Dampak Lalu Lintas
(sesuai ketentuan yang
berlaku);

15.Surat keterangan lain bila
diperlukan

9. peruntukan lahan
10. kepadatan penduduk
11. proses/alat yang

digunakan
12. bahan baku yang

digunakan

Rehibusi IMB sesuai dengan
Perda No. 17 Tahun 2010
bntang Penyelenggaraan
IMB
Perhitungan besar dan
kecilnya retribusi surat iiin
ditentukan oleh :

6. Luas Bangunan
7. Fungsi bangunan
8. Klasifikasi bangunan
9. Waktu penggunaan

bangunan
10. Sesuai Rumus yang ada

di Perda Kabupaten
Tulungagung No. 12
Tahun 2010

Tingkat penggunaan jasa
IMB dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

a. Retribusi pembangunan

_ baru : L x It x 1,(X) x HSbg
b. Retribusi

rehabilitasi/ renovasi
bangunan:LxItxTkx
HSbg

c. Rehibusi prasarana
bangunangedung:VxIx

(^



Tulungagung
Peraturan Bupati
Tulungagung
Nomor 25 Tahun
2012 tentang
Standart Operating
Prosedur (SOP)
Pelayanan
Perijinan Pada
BPPT Kabupaten
Tulungagung
Peraturan Bupati
Tulungagung
Nomor 22 Tahun
2013 tentang
Pelaksanaan
Pelayanan
Perijinan Sistem
Paket

d. Retribusi rehabilitasi
prasarana bangunan : V x I
x Tk x FISpbg

Keterangan :

L= Luas lantai bangunan
gedung

V = Volume/besaran (dalam
safuan m2, m', unit)

I = Indeks
It = Indeks brintegrasi
Tk= Tingkat kerusakan

O45 untuk tingkat
kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat
kerusakan berat

FISbg = Harga satuan
retribusi bangunan
gequng

HSpbg = Harga satuan
rebibusi prasarana
bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan
Daru

(

(

No Jenis
Periiinan

Maea
Berlaku Ijin

Pemberi
Pertimbangan

Daear Hukum Klaeifikaai/saearan Pereyaratan Pelayanai-
Iangka
Waktu

Pelayanantahun



LAMPIRAN II: PERATTJRAN BUPATI TULUNGAGI,JNG
NoMoR :4 TAHUN2OT4
TANGGAT:30JANZ0t{

A. ALTJRSOPITNPAKETl

Formulir Permohonan (FP) yang telah
Front Office (FO) dmgan menyertakan

berka6 |

a. I-€ngkap dan b€nar, penolltrr diberi tarda tedoa
dan berkas iiin dipro6€6 oleh staf PJI untuk liin
l,okasi, Iiin HO dan IMB;

b. t€ngkap dan benar, pemohon diberi tanda berioa
dan betkas tlln diproses oleh sraf PtU untul
IUTM/luPP dan/atau IUPZr;

c. Tidal lengtap dan ddak benar, dikembalikan

Kasubag Umum membuat undangan survey r
Tim Teknis dan meminh paral kepada Kabid
Kabid PJU dan Kabag TU serta tanda tangan

tanda tangan pada undangan Eurvry dan

dafa$ b€ntuk Rekomendasi dan Berita
Peme.iksaan (BAD dan urmyerahkan hasil

ryI memverilikasi BAP,
rekibusi Iiin HO dan IMB, dan StaJ
meurverifikasi BAP, m€nghitung iel
IUTM,/lllPP dan/atau IUPZT serta
pemohon bila ada ketidaksesuaian data

FO menyerahkan s€luruh dokumen ijin yang
dan dilengkapi km$ali bererta BA?

I'



Perrohon melenglapi/urenyesuaitan
keadaan lapangan dan menyerahkan hasil
s€luruh dokumen iiin kepada FO.

+P+BAPSL+

kepada Staf PIf dan PrU, yang kemudian oleh

Kabid PIf hembeti palal pada ha6il Ftbaifan
m€nyerahkan kepada StaI Pff uftuk diketikkan
Suat liin Lokagi liin HO, dan liin IMB. Kabid
memberi paral pada hasil perbailan
mmyerahkan kepada Staf PfU untut dikedktan
su.rat ljin IUTM/ILPP dal/atau IUP2T.

telah diperbaiki dan
diparaf Kabid PIf
dan Kabid PJU

StaI PIf dan PJU m€nerina hasil verifitasi dokl
iiin yang telah &paraf oleh Kabid PIf dan
kemudian Staf PII mengetik SK Surat liin lrtari,
HO, dan liin IMB dan Staf PJU lleqgetit SK Surat

telah diperbaiki dan
diparal lGbid PII
dan lGbid PJU

Surat Iiin Lokasi liin HO dan IMB. Kabid PJU
m€ng€cek dan medfteri paral pada SK Sunt diketik dan di paraf

Kabid PIr dan PJU

Kabag TU mengecek dan urembetikan Paraf pada
5K Surat Iiin Irkast lin HO, IMB, IUTM/IUPP
dan/atau IUPZT.

diketik dan di paraf
Kabid PIr dan PIU

Kepala BPPT m€rundatangani SK Surat tjin tokasi
Iiin HO, IMB, IUTM/IUPP danlatau IUP2T dan
m€nyerahkan kepada Karubag Umum TU untuI
diregtuha$i.

diketik dan di paraf
Kabid PII dan PJU
s€Ita Kabag TU

SK liin yang relah
diketik dan di paraf
Kabid PII dan PJU
serta Kabag TU dan di

Umum TU &elakukan rcqistrasi SK Surat
Ijin t okasi liin HO, IM8, IUTM/IUPP dan/atau
IUPZT 6€.ta m€ngarsipkan dokumen iiin kemudian
mmyerahkan SK Suat lrin frkasi, Ijin HO, IMB,
IUTM/IIJPP dan/atau IUP2T Lapada B€rdahara
Penerima.

diketik dan di panl
Kabid PIr dan PIU
serta IGbag TU dan
di ttd Kepala BPPI

penohon bahwa SK surat IF Iokasi ljin HO, lMB,
IUTM/IUPP dan,/atau IUPzT telah s€lesai dan bisa
diserahkan setelah pemolon melakutan

Pemohqr merrerima SK Sumt liin tokasi, Iiin HO,
IMB, IttTM/ltJPP dan/atau IUPZT seetah
melakutan pernbayaran retribusi kepada Bendahara
Peneriria.

rfi



B. ALUR SOP IJIN PAKET 2

Pemohon/kuasa pemohon mengist
Formuli Permohorun (FP) yang teUfr
Front Office (FO) d€ngan m€nyertaka.r.

berkas :

d. lrngkap dan bena!, Fmohon dlberi tanda teritu
dan berkas ijin diproses oleh staf Pl-t untul liin
Iokari, liin HO dan IMB;

e. Lengkap dan benar, pemohon diberi tanda terina
dan berkaE iiin diptos€s oleh stal PJU untuk SIU4
TDE IUI, SIPG, TDC;

f. Tidak lengkap dan tidak b€rul, clikembaUtan

Umum memtruat urdangan ourvey
Tim Teknis dan meminta paraf kepada lGbid
Kabid PJU dan Kabag TU serta tanda tangan

m€ngecek dan memberi fanda tangan
pada undangan surey dan menyerah*armya

dalam bentuk Rekomendasi dan Berita
Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkan hasil

sunt ijin lotasi liin HO dan IMA dan Staf
metrrverifikasi BA, rerta memb€ritahu pemohon
ada tetidaksesuaian data dengan kondi6i

+P+BAPSL+

FO menyenhlan selutuh dokumen ijin yang
diperbaiki dan dilengkapi kembali bes€rra BA



12 Pemohmr melenskaDi/menvesuailan data Ano^t rlkeadaan lapangan & menyerahkan hasil perbaikar
seluruh dokumen iiin k€pada FO.

FP+P+BASL+t{R
Frbaitan

2 hari Dokumen liin yang
tielah dipetbaiti

72

13. FO m€nerima dan menyerahkan hasil p€rbaikar
lepada StaI PIf dan PlU, yang kemudian oleh Sta
PII dan PJU disetahkan kepada Kabid PII dan PlU,

E Dokumor Ijin yang
telah diperbajki

t hari Dokumen liin yang
telah dipeftaiki

13

14. IGbid PIT memberi dara( rradr hesil ne.lHiL,n .1.'

t-
_la I ,-l/--

meriyerahkan kepada Staf PIf untuk diketilkan SX

Sunt liin lokasi Iiin HO, dan liin IMB. Kahd PJL
memberi paraf pada hasil perbaikan dar
menyerahkan kepada StaI PJU unhrk diketikkan Sl
Suat liin SIUP, TD4lut, SIPG dan TDC

Dokum€n liin yang
telah diperbaiki dan
dipanf Kabd P[
dan tGbid PJU

t hari Dokumen liin yang
telah diperbaiki

t4

Sra{ Prf dan PJU m€nerinla hasil verifikasi dokumer

.l--f- rf--f-
itin yang telah diparaf oldr lGbid PIf dan PIU
kemudian StaI PfI mengetik SK Surat ljin lrkas! liir
HO, dan Iiin IMB & StaJ PJU nengetit SK Surat ljir
SITJP, TDP, II.n, SIPC & TDC.

Dokum€n tjin yang
telah diFrbaiki dan
diparaf Kabid PfI
dan Kabid PIU

seketika SK liin yang elah
diketik

15

76. Kabid FfI Mmgecek dan memberi Pa.af pada SK
Surat liin t ka6i, Iiin HO dan IMB. lGbid plu
n€ngecek dan fi€drberi paraf pada SK Surat SluP,
TDP, IUI, SIPG dan TDG. L SK liin yang telah

diketik
seketika SK ljin yang relah

diketik dan di paral
Kabid PII dan PIU

16
I

t-- F
K.hrd TII hda*L .l.n n-l-il.- D,?.r -^,{- I 'n l SK Iiin yang telah

dketit dan di paral
Kabid PIf dan PJU

seketika
SK Suat Ijin l,okasi Ijin HO, IMB, SIIJP, TDP, ILJI,
SIPG dar TDc.

SK Iiin yang telah
diketik dan di paraf
Kabid PII dan PJU
serta Kabag TU

17

18.

\

Kepala BPPT m€nardatangani SK Surat liin tokasi,
Iiin HO. IMB, SIUP, TDB nn, $PC dan TDG dan
nenyerahkan kepada Kasubag Umum TU untuk
diregistrasi.

VF
Il-

SK ljin yang telah
diketik dan di paral
Kabid PII dan PJU
serta Kabag ru

t hari SK Iiin yang Etah
<tiketik dan di panf
Kabid PII dan PJU
serta Kabag TU dan di
qlKePala BPPr

18

KasuDag Umum rU melakulatr tegishasi SK Surat
liin Irkasi liin HO, IMq SI{JP, TDP, IUL SIPC dan
TDG serta m€nga$ipkan dokumen iiin kemudian

SK Suat ljin lokasi liin HO, IMB,
SIIJP, TDP, IUI, SIPG dan TDG kepada bendalura
D€tterista. ?-t-

SK ljin yang relah
diketik dan di panl
Kabid PII drn PIU
serta Kabag TU dan
di ttid Kepala BPPT

t hari Regiskasi dan -41!ip
SK Iiin

\9

m. Bandahara Penerima mensinfr'rmasikan kpmd,
pemohon bahwa SK Surat lin t &asi liin HO. IMB,
SIUP, mL IUl, SIPG dan TDc telah selesai dan bisa
disdahlan serelah Ftrlohon melalulon
Fmbayaran rckibusi.

Regbtrasi dan A$ip
SK ljin

seketika SK Iiin Selesai 20

T
=-

27. Pemohon m€nerima SK Surat liin t okast lFn HO,
IMB, SIIJP, TD4 llJI, SIPC dan TDc setelah
melakukan per$.yaran rekibusi kepada Bendaham
P€nerina.

O. sK lirn Selesai t hari peurt yaranEaiEG- A
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